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ABSTRAK  

Nama Penulis bernama Ismawati yang menulis skripsi berjudul pertanggungjawaban 
PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitrra Aneka Rezeki Atas kecelakaan kerja 
berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang diatur oleh Undang-Undang No 13 Tahun 
2003, karena dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 sering kali terjadi kecelaakaan 
kerja terhadap pekerja pabrik yang lalai mematuhi peraturan keselamatan kerja. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini bersifat 
deskriptif kualitatif yaitumengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya 
kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran 
yang ada. Penyebab dari adanya kecelakaan, salah satu faktornya adalah melebihi waktu 15 
jam kerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja dikarenakan kelelahan atau mengantuk. 
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh  PT terhadap pekerjanya yaitu dengan memberikan 
bantuan penyembuhan hingga izin cuti diberikan kepada karyawan yang mengalami 
kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat 
kerja yang aman, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan efensiensi dan produktivitas pekerja 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Hukum  Ketenagakerjaan 

Mengetahui oleh: 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia industri yang semakin berkembang akan menciptakan persaingan yang 

ketat antar perusahaan yang mempunyai produktivitas kerja yang baik. Setiap 

perusahaan akan melakukan perbaikan dan perubahan disegala bidang termasuk 

bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja yang 

mempengaruhi keberhasilan produksi hasil dan mencapai target tujuan suatu 

perusahaan tersebut. 

Dalam melakukan aktivitas kerja tentu tidak akan selamanya berjalan dengan 

baik tanpa adanya sumber daya manusia. Penggunaan teknologi yang canggih juga 

tidak bisa beroperasi tanpa sumber daya manusia sebagai pelaksana aktivitas kerja. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Demi menghasilkan produktivitas hasil kerja yang baik, 

perusahaan harus memelihara sumber daya manusia yang ada sebagai aset 

perusahaan. 

Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 

kehidupanmanusia.
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Salah satu cara pemeliharaan terhadap sumber daya manusia adalah dengan membuat 

program khusus yang menangani tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

dalam perusahaan. Pembuatan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam 

suatu perusahaan bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari segala resiko 

pekerjaan seperti gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam suatu perusahaan. 

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

bekerja guna menghasilkan barang dan  jasa untuk memenuhikebutuhan masyarakat. 

Pengertian tersebut menunjukan tenaga kerja adalah buruh atau karyawan dalam 

suatu hubungan kerja.1 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaanmenyebutkanmakna dari pengertian perusahaan ialah 

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Milik 
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

 
Adanya perusahAan, pengusaha, serta pekerja menciptakan adanya suatu 

hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentumaupun 

waktu yang tidak tertentu. Hubungan kerja yang baik akan tercipta jika adanya 

komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja. Komunikasi yang baik akan 

tercipta bila kontrak-kontrak dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja 

1Lalu Husni, 2003,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm 11-12. 
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jelas. Dimana terdapat keseimbangan (equilibrium) antara hak dan kewajiban 

perusahaan dengan hak dan kewajiban pekerja.  

Pada awal hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja hanya dalam lingkup 

kepentingan perdata, dalam hal ini berati terkait dengan aspek hukum perdata. Selain 

itu, ketika diantara mereka terjadi perdebatan, perselisihan bahkan permasalahan. 

Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan, sehingga pada tahap ini hukum 

ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik baik dalam aspek hukum tata 

usaha negara maupun hukum pidana contohnya sebagai berikut: 

1. Jika terkait dengan perjanjian kerja termasuk di dalamnya ada hak-hak dan 

kewajiban yang telah disepakati  bersama dan hanya melibatkan para pihak yang 

membuat suatu perjanjian tersebut, hal ini menyangkut aspek hukum perdata. 

2. Jika terkait dengan perizinan bidang ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, 

pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran dan sebagainya, hal tersebut 

menyangkut aspek hukum tata usaha negara. 

3. Jika terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan hal tersebut 

menyangkut aspek hukum pidana.2 

Setiap pengertian pastilah mempunyai unsur penguat sebagai dari pengertian 

itu, unsur-unsur dari ketenagakerjaan adalah: 

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 

2. Mengatur tentang terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. 

3. Adanya orang yang bekerja dibawah perintah orang lain dengan balasan 

mendapatkan gaji atau upah. 
 

2Ibid, hlm 36. 
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4. Mengatur perlindungan pekerja meliputi masalah keadaan sakit, hamil, 

melahirkan, dan sebagainya. 

Tujuan hukum ketenagakerjaan untuk mencapai keadilan bagi pekerja dalam 

bidang ketenagakerjaan serta melindungi tenaga kerja terhadap perlakuan kekuasaan 

yang tidak terbatas dari pengusaha. Sifat hukum ketenagakerjaan yang mengatur 

hubungan antara pekerja dan pengusaha bersifat publik yang meliputi hukum tata 

usaha negara dan hukum pidana.3 

Jika berbicara tentang ketenagakerjaan maka penjelasannya akan dapat 

ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupannya dan keluargannya. Di 

negara Indonesia dalam segi ketenagakerjaan ditimpa berbagai kendala dan masalah 

yang perlu dipecahkan dan dicari solusinya,antara lain semakin banyak nya tenaga 

kerja dan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk Indonesia yang 

sangat besar, apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang 

berpotensi. Merupakan modal pembangunan yang sangat menguntungkan bagi negara 

Indonesia, sekarang  kondisi sumber daya manusia di negara kita jauh dari kata 

memenuhi syarat. Kenyataan masih menunjukan bahwa kondisi atas ketenagakerjaan 

sebagai sumber daya manusia, dalam menunjang keberhasilan tujuan pembangunan 

nasional, bisa dikatakan masih belum sepenuhnya menjadi pendukung utama. 

3Abdul khakim,2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, hlm 6-9. 
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Kondisi tersebut diperparah lagi dengan latar belakang pendidikan tenaga kerja yang 

rendah membawa kadar kecerdasan yang relatif rendah pula.4 

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian, kiranya adanya suatu 

perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja 

kita. Baik tenaga kerja yang sedang mencari kerja atau sudah bekerja. Salah satu 

bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja melalui 

pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja diletakkan 

segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja dengan 

demikian kedua belah pihak  dalam melaksanakan hubungan kerja telah  terikat 

dengan apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kategori orang yang melakukan suatu 

pekerjaan yaitu: 

1. Sedang melakukam pekerjaan bagi dirinya sendiri. 

2. Sedang melakukan pekerjaan untuk orang lain atau sedang bekerja dibawah 

perintah orang lain dengan imbalan upah atau gaji.5 

Perjanjian atau sering juga disebut perikatan yang dalam ruang lingkup 

hukum perdata, ialah suatu hubungan anatara dua orang atau lebih dari dua orang, 

hubungan tersebut yaitu dimana satu pihak berhak menuntut hak dari pihak yang lain 

dan pihak tersebut berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian 

 
4Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk PerusahaanTeori dan Contoh Kasus, Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, hlm 242-243. 
5Djumadi,2002, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, hlm 1-6. 



6 
 

 

 

Perjanjian ialah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Bisa 

dikatakan juga perikatan adalah sumber hukum abstrak sedangkan perjanjian sumber 

hukum konkret atau suatu peristiwa.6 

Di dalam suatu hubungan kerja antara suatu perusahan dalam hal ini adalah 

antara pengusaha dan pekerja atau buruh, biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian 

kerja yang dimana berisikan pernyataan akan hak-hak dan kewajiban antara kedua 

belah pihak, serta segala akibat hukumnya akibat perjanjian tersebut. Perjanjian kerja 

biasanya tidak memperkenankan suatu aturan ataupun syarat yang bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, begitupun 

untuk anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan 

pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada 

suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga sebagai 

buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali pekerja atau 

buruh berada pada posisi yang lemah.7 

Maka dari itu di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja atau buruh adalah kaum 

yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak-hak pekerja yang diatur 

 
6Siloande Arus Akbar, Ilyas Wirawan B, 2012, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba 

Empat, hlm 21-22. 
7 Fenny Natalia Khoe, 2013, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum 

Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau, Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1, hlm 3. 
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UUTK terdapat padaPasal 77 hingga Pasal 101 adalah meliputi hak-hak normatif 

buruhatau pekerja.8 

Kecelakaan kerja adalah peristiwa kecelakaan yangterjadi di tempat kerja 

khususnya di lingkungan industri.Ada 12 kasus kecelakan kerja dalam tiap jamnya di 

Indonesia. Hal ini jika jumlah kasus per tahun tersebut kita bagi per hari per jam. 

Bukan angka yang sedikit, dan menandakan masih minimnya perhatian kita dalam 

implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2007, kasus kecelakan 

kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun kemudian stabil mendekati 

angka 100.000 kasus kecelakan kerja per tahunnya. Pada tahun 2017, kemudian 

angka kecelakaan kerja ini mengalami penngkatan yang signifikan hingga angka 

123.000 kasus kecelakan kerja.  

Grafik 1. kasus kecelakaan kerja Tahun 2001-2007 

 
8Dani Amran, Budi Ispriyanto, 2016, -Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan 

Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR di PT.Great Giant 
, Jurnal Law Reform Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Diponegoro, Vol. 12, No. 2, hlm 198. 
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Sumber: BPJS TK dalam ISafety Magazine periode Desember 2018 

 

Tabel 1. Data akibat kecelakaan kerja dari tahun 2001-2018 

Sumber:Noviaji Joko Priono, SKM., MKKK.Health Safety & Environment (HSE) 

Specialist diperusahaan Manufacture, Dosen Teknik Lingkungan, dan 

Pengurus HSE Indonesia Regional Karawang. Magister Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. 

Dari data kasus kecelakan kerja, kemudian ada yang dinyatakan meningal, 

cacat total, cacat sebagian, cacat fungsi dan dinyatakan sembuh setelah mendapatkan 

perawatan medis. Untuk tahun 2018, data sementara yang didapat hingga triwulan 1 

tahun 2018 kecelakan kerja yang telapor ada 5.318 kasus kecelakan kerja dengan 

korban meningal dunia sebanyak 87 pekerja, 52 pekerja cacat dan 1.,1361 pekerja 
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lainnya dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis.Kecelakan industri 

secara umum disebabkan oleh 2 halpokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya 

(unsafehuman act) dan kondisi yang berbhaya (unsafecondistions). Beberapa hasil 

penelitian menunjukkanbahwa faktor manusia memegang perananan 

pentingtimbulnya kecelakan kerja. Bisa disimpulkan dari grafik dan tabel diatas 

kecelakaan kerja disebabkan olehkelalaian atau kesalahan faktor manusia itu sendiri 

maupun memang murni kecelakaan karena tidak sesuainya standar penggunaan K3 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja).9 

Pasal 23 tentang Kesehatan Kerjadisebutkan bahwa upaya kesehatan kerja 

wajibdiselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnyatempat kerja yang 

mempunyai resiko bahaya kesehatanyang besar bagi pekerja agar dapat bekerja 

secara sehattanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakatsekelilingnya, untuk 

memperolehproduktivitas kerjayang optimal, sejalan dengan program 

perlindungantenaga kerja.10 

Perseroan terbatas  merupakan badan hukum persekutuan modal yang 

didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan melakuan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaanya.11 

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menunjukan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja 

 
9 Woro Riyadina,Juni 2007, Kecelakaan kerja  Dan Cedera Yang Dialami Oleh Pekerja 

,Makara Kesehatan, Vol. 11, No. 1, hlm 26. 
10Departemen kesehatan,1992, Undang-Undang Kesehatan RI Pasal 23tentang Kesehatan 

Kerja, Jakarta. 
11Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perseroan terbatas. 
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dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Dari pengertian tersebut pekerja mempunyai hak mendapatkan gaji atau upah 

atas pekerjaan yang telah ia lakukan serta hak mendapatkan perlindungan 

keselematan dan kesehatan  kerja termasuk istirahat dan cuti.12 

Kewajiban pengusaha ialah membayar upah atau gaji, berkewajiban 

menyediakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), berkewajiban mengurus 

semua pengobatan apabila terjadi suatu musibah kecelakaan.13 

Hasil penelitian Angket (2008), didapatkan hasil ketersediaan Alat Pelindung 

Diri (APD) sangat berpengaruh nyata terhadap kecelakaan kerja, dalam penelitiannya 

juga menunjukkan bahwa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat 

berpengaruh nyata terhadap kecelakaan kerja. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

penggunaan APD dan faktor lingkungan fisik berhubungan dengan kejadian 

kecelakaan kerja.14 

Setiap tahunnya rata-rata BPJS Ketenagakerjaan  melayani 130 ribu kasus 

kecelakaan kerja dari kasus-kasus ringan hingga kasus-kasus yang berdampak fatal. 

Diantara semua kasus yang ditangani masih didominasi oleh kasus kecelakaan ringan 

dilingkungan industri khususnya lingkungan pabrik. Meski banyak kasus yang sudah 

terjadi dan juga telah dilaporkan  tersebut, belum memiliki dampak besar terhadap 

perekonomian Indonesia.  

 
12Barzah Latupomo,Bulan Juli-September 2011,

Manusia Terhadap Pekerja , Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, hlm 
61. 

13Lalu Husni, 2012, Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, hlm72-73. 

14Nurbaiti Fadilah, Suryanto, Nur Ulfah, Juli 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
, 

Jurnal Kesmasindo, Vol. 6, No. 2, hlm 135-142. 
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Pasalnya kasus kecelakaan kerja pada pegawai  pabrik masih didominasi oleh 

kasus tenaga kerja usia produktif yang memiliki kopetensi rendah. Dengan demikian 

mudah digantikan oleh pasar tenaga kerja yang masih over supply (kelebihan 

pasukan). Kemudian dengan kasus-kasus dengan fasilitas tinggi masih didominasi 

oleh kecelakaan yang terjadi dilingkungan pabrik-pabrik industri yang berpotensi 

resiko besar. Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian, materil, 

moril, dan pencemaran lingkungan. Namun juga dapat mempengaruhi produktivitas 

dan kesejateraan masyarakat.15 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, masalah kesehatan dan keselamatan 

kerja merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian utama semua pihak 

yang berhubungan  dengan suatu pekerjaan tertentu terutama bagi pihak-pihak 

pembuat kebijakan diperusahaan tersebut yang akhirnya bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan pekerja setinggi-tingginya. K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan , keselamatan, dan 

kesejateraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  pada Pasal 1 menyebutkan: 

kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan 
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. 
Yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.  

 
 
 
Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  Pasal 86, setiap 

pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

 
15Nurul Fathia Mahesa, Frieda Nrh, Januari 2016, 

, Jurnal Empati, Volume 5(1), hlm 113-116. 
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1. Keselamatan dan kesehatan kerja 

2. Moral dan kesusilaan  

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.16 

Lebih dari 250 juta kejadian kecelakaan kerjaterjadi setiap tahunnya. Ada 

sekitar 160juta pekerja mengalami sakit dan cideradan sekitar 1,2 juta jiwa pekerja 

yangmengalami kecelakaan fatal hinggamenyebabkan kematian. Sebesar 4%produk 

nasional bruto (PNB) dari kerugianyang ada di perusahaan disebabkan 

karenakecelakan kerja. Kerugian tersebutmeliputi biaya langsung seperti biayamedis 

(pengobatam buruh yang menjadikorban kecelakaan kerja), kehilangan waktu kerja 

dan mengalamipenurunan produksi.Sedangkan kerugian untuk biaya tidaklangsung 

yaitu hilangnya kompensasi bagipekerja, biaya waktu atau uang pelatihan 

danmenyebabkan perusahaan harus melatihpekerja lain, kerusakan dan perbaikan 

alathingga hilangnya kontrak kinerja akibatkelalaian. Masalah keselamatan dan 

kesehatan kerja menjadi sangat penting, karena dengan terwujudnya keselamatan dan 

kesehatan kerja berarti dapat menekan biaya operasional pekerjaan. Apabila dalam 

melaksankan pekerjaan terjadi kecelakaan, maka akan bertambah biaya pengeluaran 

dan akhirnya mengurangi keuntungan perusahan.17 

PT. Cipta Lestari  Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki yang kegiatan usaha 

menjalankan industri perkebunan kelapa sawit, PT. Cipta Lestari Sawit adalah salah 

 
16Saloni Waruwu, Ferida Yuamita, 2016,

(k3) Yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement 
, Spektrum Industri, Vol. 14, No. 1, hlm 1-108. 

17 Ratih Damyanti, Egy Ramadhani, April 2018, 
Baja X Gresik Inonesia ,Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health, Vol. 2  No. 2, hlm 
153. 
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satu perseroan milik Sriwijaya Palm Oil Group. PT. Cipta Lestari Sawit terletak 

diwilayah kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Talang Kepala Kabupaten 

Banyuasin, dengan luas izin lokasi 18.500Ha. dengan pola kemitran inti dan pasma.  

Dan begitu juga PT. Mitra Aneka Rezeki adalah perusahaan yang begerak dibidang 

industri pengelolaan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). 

PT. Mitra Aneka Rezeki yang bersertifikat ISPO berdasarkan peraturan 

Menteri pertanian No. 11/permentan/OT.140/3/2015 Tentang pedoman perkebunan 

kelapa sawit berkelanjutan Indonesia melalui skema sertifikat mutu memiliki pabrik 

Untuk mengelola buah kelapa sawit menjadi minyak mentah. Industri pengelolaan 

minyak sawit merupakan salah satu industri dengan tingkat risiko kecelakaan yang 

sangat tinggi. 

PT. Cipta Lestari Sawit memiliki karyawan yang tentunya tidak sedikit pada 

bagian pabrik maupun perkebunan, resiko kecelakaan pastilah sangat tinggi untuk 

karyawan dibagian pabrik. Ini dibuktikan adanya laporan kecelakaan kerja karyawan 

pabrik. Tidak menutup kemungkinan karyawan yang bekerja dibagian perkebunan 

juga bisa terjadi kecelakaan kerja, APD untuk karyawan baik dibagian pabrik maupun 

perkebunan harusnya sangat diperhatikan karena dengan APD karyawan setidaknya 

bisa menjaga keselamatan disaat mereka bekerja. Sehingga pengelolaan buah kelapa 

sawit menjadi minyak mentah menjadi tidak efisien jika terjadi kecelakaan kerja. 

Pemberian sosialisasi bahkan motivasi selama bekerja dan berpengaruh pada 

produktivitas kerja dan rasa aman terhadap keselamatan mereka jika pihak 

perusahaan memberi mereka motivasi. Hal itu juga dapat memberikan kurangnya 

pengetahuan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sehingga pada tahun 
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2018 hingga tahun 2020 sudah terjadi 4 kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh 

karyawan pabrik PT. Cipta Lestari Sawit, salah satu kasus kecelakaan kerja yang 

dialami oleh karyawan pabrik yang berakibat luka bakar 80% pada salah satu 

karyawan pabrik yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pabrik, permasalahan 

ini cukup memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal 

di daerah sekitar PT. Cipta Lestari Sawit sangatlah bergantung pada pekerjaan ini. 

bagaimana pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) safety atau 

perlindungan saat karyawan bekerja. Kecelakaan kerja secara umum disebabkan oleh 

2 hal pokok, yaitu perilaku kerja yang tidak aman (unsafe act) dan kondisi kerja yang 

tidak aman (unsafe conditions).Terjadinya kecelakaan kerja dan dapat menghambat 

produktivitas kerja dan juga menghambat produktivitas hasil produksi, karena 

kurangnya penyuluhan pelatihan kerja bagi karyawan yang sebagian besar hanya 

lulusan sekolah menengah atas.18 Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pulau 

Rimau desa wonosari Menggantungkan penghasilan menjadi karyawan di PT.Cipta 

Lestari Sawit, menjadi karyawan ataupun Buruh untuk menghidupi keluarga 

mereka,sehingga penulis tertarik untuk mengetahui penyebab sering terjadi 

kecelakaan kerja di PT. Cipta Lestari Sawit tersebut. Agar  menjadi Perbandingan dan 

contoh penulis juga akan menganalisa PT. Mitra Aneka Rezeki dalam penggunaan 

aturan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3 sudahkan sesuaidengan  aturan yang 

telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan No 13 Tahun 2003 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan kerja. 

 
18Rendi Nofiansyah,Disahkan Pada tanggal 1 Febuari 2019, Kerja dan Motivasi 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Mitra Aneka Rezeki D , Skripsi, Palembang, 
hlm 2. 
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Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menulis 

dengan judul jawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang diatas agar mencapai sasaran 

penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah anatara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka 

Rezeki terhadap kecelakaan kerja apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

2. Apakah PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki sudah mengunakan 

aturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan benar berdasarkan Undang-

Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra 

Aneka Rezeki berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

2. Untuk mengetahui aturan penggunaan K3 ( Keselamatan dan kesehatan kerja)  

PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki menurut Undang-Undang 

Nomor  13 Tahun 2003. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan,oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat 

Antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata, sehingga nantinya mampu 

memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang inginmendalami mengenai 

Pertanggungjawaban  PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki atas 

kecelakaan kerja berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat 

tempat penulis meneliti atau mengkaji permasalahan tentang perlindungan atau 

keselamatan kerja para karyawan pada saat bekerja menurut UU No.13 tahun2003 

tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi pemilik usaha atau pengusaha bahkan 

menambah pengetahuan para tenaga kerja bahwa adanya perlindungan kerja atau 

keselamatan kerja yang diatur UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

E. Ruang Lingkup  

Oleh karena permasalahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini 

sangatlah luas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup hanya pada 
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permasalahan saja, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penganalisaan 

danpenulisan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan permasalahan 

padapenggunaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) dilingkup PT. Cipta Lestari 

Sawit dan PT. Mitra Aneka Rezeki menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. 

Mitra Aneka Rezeki atas kecelakaan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam 

menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis 

dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar 

langkah yang ditempuh dapat jelas dan konsisten ialah sebagai berikut: 

1. Teori tanggung jawab  

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar 

terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan 

pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. 

Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat 

kelalaiannya. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi 

Individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.19 

 

a.  Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

b. Berupa keamanan hukum bagi ndividu dari kewenangan pemerintah karena 

adanya aturan yang besifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu .20 

Ajaran teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik uang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivis dunia hukum, yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu sifat yang otonom, mandiri, yang tak lain hanya merupakan 

sekumpulan peraturan-pertauran hukum. Karena sifat umum dari kepastian hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan hanya untuk kepastian hukum.21 

Sehingga nantinya teori ini dapat digunakan PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. 

Mitra Aneka Rezeki dalam mempertanggung jawabkan permasalahan yang terjadi 

pada karyawannya. 

 

 
19Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.158 
20Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm.23 
21Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiogis), Jakarta: 

Toko Gunung Agung, hlm. 82-83 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai bahan untuk meneliti 

penelitian  ialah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian studi empiris, istilah lain yang digunakan 

adalah penelitian hukum sosisologis disebut juga dengan penelitian lapangan.22 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data 

sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis 

untuk dapat memberikan gambaran yang ada. 

3. Lokasi Penelitian 

PT. Cipta Lestari Sawit di Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau 

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Mitra Aneka Rezeki berada 

di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. 

4. Sumber Data  

Metode atau Sumber data yang dipakai penulis dalam pengumpulan data 

untuk menyelesaikan penelitian menggunakan riset lapangan (field research) yaitu 

pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ketempat yang 

menjadi objek penelitian. Riset lapangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan data 

primer,  Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara 

22Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum dan Metode-metode Kajiannya, Jakarta: Raja 
Grafindo, hlm 13. 
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langsung melalui responden (lapangan), wawancara Narasumber, dan riset secara 

langsung di tempat penelitian yang sesuai dengan permasalahan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

penulisan yang baik adalah dengan cara menyusun dan menyajikan karya 

ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi 

kedalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas sub bab itu tersendiri. 

Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam skripsi ini, disusun secara 

bertahap dalam rangkaian bab demi bab. Rangkaian dalam bab demi bab ini tersusun 

secara sistematis agar dapat memudahkan pemahaman akan tulisan ini serta agar 

tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini.Pemahaman akan tulisan ini akan 

diuraikan lebih jauh dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan   

penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, 

sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara mendalam tentang judul 

yang diambil. 
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BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan pembahasan atasan rumusan masalah yang dimuat 

dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan bab II. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 
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